
a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintah daerah, keuangan daerah wajib dikelola secara 
tertib, taat pada peraruran perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatika.n rasa keadilan dan kepatutan 
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang sesuai kaidah 
pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, 
transparan dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam 
rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan 
serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik 
dengan berorientasi pada pelayanan umum; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan kepala 
daerah yang mengatur mengenai sistem dan prosedur 
pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan 
kepala daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, petlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Oodang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oaerah-Oaerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Uodang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

BUPATI GROBOGAN, 

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

TENT ANG 
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NOMOR 31 TAHUN 2023 

BUPATI GROBOGAN 
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sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupatcn Orobogan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerin tahan Daerah 
pelaksanaan urusan pernerintahan 
kewenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Pasal l 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANO SYSTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8. Peraturan Daerah Kahupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Orobogan 
Nomor4); 

Menetapkan 
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6. Peraturo.n Oaerah yang ~lanjutnya discbut Pcrcla atau 

yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten 
Grobogan. 

7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah 
peraturan Bupati Grobogan. 

8. Keuangan Daerah adalah semua hale dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kckayaan 
yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak 
dan kewajiban Daerah tersebut, 

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 
jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

l 0. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dolrumen perencanaan Daerah 
untuk _periode l (satu) tahun. 

13. Kebijalcan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijalcan bidang 
pendapatan, bclanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode l (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 
Daerah untuk setiap program dan kegiaran sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 
kerja perangkat Daerah. 

15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kc kas 
Daerah. 

16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 
Dae rah. 

17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran yang bcrsangkutan. 

18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Oaerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang bcrsanglrutan. 

19. Belanja Daerah yang Bersifat Mengikat adalah belanjayang 
dibutuh.kan secara terus menerus dan harus dialokasikan 
oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, 
seperti bclanja pegawai serta bclanja barang dan jasa. 

20. Belanja Daerah yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk 
terjaminnya kelangsungan pemenuhan _pendanaan 
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, 
kesehatan, melalcsanakan kewajiban kepada pihak ketiga, 
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman 
yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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21. Surplus adaJab selisih lebih antara Pendapatan Daerab dan 

Belanja Daerah. 
22. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah 

dan Belanja Daerah. 
23. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

d:ibayar kembali dan/atau peogeluaran yang akan diterima 
kembali oleh Pemerintah Daerah, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
Daerah yang diteotukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar sclurub 
Pengeluaran Daerah. 

25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
Penerimaan Daerah dan mernbayar seluruh Pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan. 

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SK.PD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SK.PD atau 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan SK.PD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 

27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SK.PD adalah 
dokumen yang memuat renca.na pendapatan dan belanja 
SK.PD atau dokumeo yang memuat rencana peodapatan, 
belanja, dan pembiayaan SK.PD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan rancangan APBD 

28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 
sebagai dasar penerbitan surat perrnintaan pembayaran 
atas pelaksanaan APBD. 

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

30. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 
uang muka kerja dalam jumlah tertenru yang diberikan 
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan 
operasional pada satuan kerja perangkat Daerah/unit 
satuan kerja perangkat Daerah tertentu dan/atau untuk 
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya 
tidak mungkin clilakukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung. 

31. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU 
adalah penggantian UP daJam jumlah tertentu yang 
diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu untuk membiayai kegiatan 
operasional pada satuan kerja perangkat Daerab/unit 
satuan kerja perangkat Daerah tertentu dan/atau untuk 
mernbiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya 
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tidak mungkin cli1akukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung. 

32. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya clisebut TU 
adalah tambaban uang muka yang cliberikan kepada 
bendabara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
yang tidak cukup clidanai dari UP dengan batas waktu 
dalam 1 (satu) bulan. 

33. Pembayaran Langsung yang selanjutnya clisingkat LS 
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara 
pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu/penerim.a 
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ 
atau surat perintab kerja lainnya melalui penerbitan surat 
perintah membayar langsung. 

34. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 
ads]ah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk pennintaan pembayaran uang muka 
kerja dalam ju.mlah tertentu untuk membiayai kegiatan 
operasional pada satuan kerja persngkat Daerah/unit 
satuan kerja perangkat Daerah tertentu dan/atau untuk 
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya 
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme LS. 

35. SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya clisingkat SPP 
GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk pennintaan pembayaran penggantian 
UP dalam jumlah tertentu yang cliberikan kepada 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
untuk membiayai kegiatan operasional pads saruan kerja 
perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat Daerah 
tertentu dan/atau untuk membiayai pcngeluaran yang 
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 
melalui mekanisme LS. 

36. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleb bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan pembayaran tambahan uang muka yang 
diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas 
pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP 
dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 

37. SPP Langsung yang selanjutnya clisingkat SPP-LS adalah 
dokumen yang cliajukan oleb bendahara pengeluaran atau 
bendahara pengeluaran pembantu untuk pembayaran 
langsung kepada beodahara pengeluaran/bendah.ara 
pengeluaran pembantu/penerima hak lainnya penerima 
hak atas dasar perjanjian kerja, surat rugas, dan/atau 
surat perintah kerja lainnya. 

38. Surat Perintah Membsysr yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang cligunakan untuk penerbitan surat 
perintah pencairan dana atas beban pengelusran DPA 
SKPD. 

39. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat 
SPM-UP adalah dokumen yang cligunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 
peogeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP 
untuk mendanai kegiatan, 
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40. Surat Perintah Membayar Ganti Vang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 
atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah 
dibelanjakan. 

41. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat 
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 
pengeluaran DPA SKPD, karcna kebutuhan dananya tidak 
dapat menggunakan LS dan UP. 

42. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

43. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP'2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencai.ra.n dana atas beban APBD. 

44. Laporan Pertanggungjawaban yang sclanjutnya disingkat 
LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara 
peneriroaan/pengeluaran atas uang/surat berharga yang 
dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang, 

45. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. 

46. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, 
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesiftk yang dipilib 
oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerab 
untuk memenuhi kebutuban pengguna laporan keuangan 
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 
keuangan terbadap anggaran, antar periode maupun antar 
entitas. 

47. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk 
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 
organisasi Pemerintahan Daerah. 

48. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi 
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 
Pemerintah Daerah 

49. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 
adalah laporan yang menyajikan ikbtisar sumber, aJokasi, 
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 
pemerintah pusat/Daerah, yang menggambarkan 
perbanclingan antara anggaran dan rcalisasinya dalam satu 
periode pelaporan. 

50. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutn.ya 
clisingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi 
kenaikao atau penurunan saldo anggaran lebih tahun 
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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51. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

52. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola 
oleh pemerintah pusat/Daerah untuk kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 
pelaporan. 

53. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK 
menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan 
saldo akhir kas pemerintah pusat/Daerah selama periode 
tertentu. 

54. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 
adalah laporan yang roenyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuites tahun pelaporan dibandingkan dengan 
tahun sebeluronya. 

55. Cata.tan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat 
CaLK adalah laporan yang meliputi penjelase:n naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, 
Neraca, dan LAK. 

56. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksana.ken urusan Pemerintahan Daerah. 

57. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan 
pemerintahan padaPemerintah Daerah yang melaksanakan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

58. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) 
atau beberapa program. 

59. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit SKPD yang 
dikecualikan dalarn ketentuan penatausahaan Keuangan 
Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. 

60. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit 
SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada 
maeyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

61. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk rnelaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

62. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian cugas dan 
fungsi SKPD. 

63. Tim Anggaran Pemerinteh Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan 
APBD. 
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64. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksana.kan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum Daerah. 

65. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang berti.ndak dalaro kapasitas sebagai BUD. 

66. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. 

67. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai deogan bidang tugasnya. 

68. Pejabat Penatausahaao Keuangan Satuan Kerja Peraogkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
padaSKPD. 

69. Pejabat Penatausahaan Keuaogan Unit Satuao Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutoya disingkat PPK Unit 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Unit SKPD. 

70. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 
menerima, meoyimpan, menyetorkan, menacausahakan, 
dan roempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

71. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang 
ditunjuk untuk menerima, meoyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
Unit SKPD. 

72. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 
roenerima, menyimpan, membayarkan, menatausabakao, 
dan mempercanggungjawabkan uang untuk keperluan 
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

73. Bendahara Pengeluaran Pernbantu adalah pejabat yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
rnenatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan Bclanja Daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit SKPD. 

74. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkar 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraruran perundang 
undangan. 

75. Perencana SKPD adalab Pegawai ASN yang diberi tugas, 
tanggungjawab, wewenang untuk menyiapkan, melakukan 
dan roenyelesaikan kegiatan perencanaan di SKPD. 

76. Anggaran Kas adalab perkiraan arus kas rnasuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 
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BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2011 ten tang 

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 
(Serita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 28 
Seri E); 

b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 49 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Makaoan dan 
Miouman di Liogkungan Pemeriotah Kabupaten Grobogan 
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 
49), 

dicabut dan dinyatekan lidak berlaku. 

BAB II 
RUANO LlNGKUP 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah meliputi: 
a. ketentuan umum; 
b. perencanaan dan penganggaran APBD; 
c. perencanaan dan penganggaran pergeseran APBD; 
d. perencanaan dan penganggaran perubahan APBD; 
e. pelaksanaan dan penatausahaan Penerimaan Daerah; 
r. pelaksanaan dan penatausahaan Pengeluaran Daerah; 
g. pelaporan Keuangan Dacrah; dan 
h. pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

(2) Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

77. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBO atau berasal dari peroleban lainnya yang sah. 

78. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat 
RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan 
BMD untuk periode 1 (satu) tabun yang paling sedikit berisi 
Informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan 
pemeliharaan BMD. 

79. Banlc adalah bank ternpat penyimpanan kas Daerah yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

80. Harl adalah hari kerja. 
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-°"~ BERlTA-OAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 31 

I 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 13 Ju.1.1 2023 

~ 

Oitetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 13 J\lil 2023 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasal4 
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